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MOTTO 

"Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)." 

- (QS. Ar-Rahman: 60) 

 

"Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri..." 

- (QS. Al-Isra': 7) 

 

"Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan sepuluh kali lipatnya. 

Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang 

seimbang dengannya. Mereka (sedikit pun) tidak dizalimi (dirugikan)." 

- (QS. Al-An’am: 160) 

 

"Setiap kebaikan adalah sedekah." 

- (HR. Bukhari dan Muslim) 

 

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." 

- (HR. Ahmad dan Thabrani). 

 

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." 

- (QS. Al-Baqarah: 286) 

 

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” 

- (QS. Al-Insyirah: 6) 

 

…”Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) 

kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku 

benar-benar sangat keras.” 

- (QS. Ibrahim: 7) 
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ABSTRAK 

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak 

pidana yang memiliki dampak luas terhadap kesehatan, keamanan, dan kehidupan 

sosial masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan juga menghadapi tantangan 

dalam mengendalikan peredaran narkotika yang melibatkan berbagai modus 

operandi dan jaringan kejahatan yang semakin berkembang. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 

mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukumnya beserta upaya 

yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi 

kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, 

jurnal ilmiah, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan penelitian. Analisis 

bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif 

analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika, mulai dari 

kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, produksi, hingga peredarna narkotika. 

Ketentuan tersebut juga disertai dengan ancaman pidana yang cukup berat serta 

pengaturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan 

narkotika. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, 

seperti semakin berkembangnya modus operandi kejahatan, keterbatasan sumber 

daya dan kemampuan aparat, koordinasi antar lembaga yang belum berjalan secara 

optimal, kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi, serta masih adanya persoalan 

terkait integritas aparat penegak hukum. Upaya yang diperlukan meliputi 

peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi antar lembaga, perbaikan 

sistem rehabilitasi, dan pengawasan penegakan hukum secara berkelanjutan. 

Kata kunci: tindak pidana narkotika, penegakan hukum, Undang-Undang 

Narkotika, rehabilitasi, hukum pidana.


